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ABSTRAK 
Nama  : Iga Alfianita 
Nim  : 10500113308 
Jurusan : Ilmu Hukum 
Judul : Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Pasangan 
Suami Istri Yang Beda Agama (Prespektif Hukum Islam Dan 
KUHPerdata) 
 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimana pembagian 
harta warisan pasangan suami istri yang beda agama perspektif hukum Islam dan 
KUHPerdata? 2) Bagaimana status hak waris pasangan suami istri yang beda agama? 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka 
atau library research dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif 
(syar‟i) dan pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
penelurusuran berbagai literatur atau referensi baik dari buku maupun media online 
serta wawancara. Teknik pengolahan data melalui tiga tahapan, yaitu Deduktif, 
Induktif, dan Komparatif. 
Hasil dari penelitian ini setelah mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan 
yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama perspektif hukum 
Islam dan KUHPerdata dapat disimpulkan 1) menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan 
yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan. Dari pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan 
menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama.  2) serta akibat terhadap suami 
istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda 
agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan 
warisan melalui wasiat wajibah dan hadiah. 
 
 
 
ix 
 
Impilkasi dari penelitian ini adalah 1) sebaiknya peraturan yang mengatur 
masalah perkawinan beda agama harus tegas dan jelas agar dipatuhi, karena undang-
undang perkawinan hanya menyebutkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama 
dan keyakinan masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak 
waris pasangan suami istri yang beda agama. 2) menghendaki adanya aturan tersendiri 
atau menyempurnakan aturan yang sudah ada agar lebih terperinci mengenai ketentuan 
yang berlaku dalam pembagian warisan yang berbeda agama dengan ahli warisnya
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan 
setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai 
peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang 
dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah 
fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan.Sejak dilangsungkan perkawinan akan 
timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan 
kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, 
maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tangal 1 Oktober 1975 dan 
ketentuan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :  
Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.1 
 
Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. 
Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu 
menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat 
dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam 
menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya 
                                                          
1
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan 
dan tidak sah. 
Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di 
tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan 
dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke 
Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut 
sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang 
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.2 Apabila diperhatikan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan 
beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang 
antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
berlaku, dilarang kawin”.3 Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk 
pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan 
tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama. 
4
 
Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan Regeling op de Gemengde 
Huwelijken (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran di mana 
berdasarkna Pasal 1 ditentukan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran 
dalam undang-undang ini ialah ” Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada 
                                                          
2
 Republik Indonesia , Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2. 
 
3
 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8, huruf f. 
4
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57. 
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hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara golongan penduduk Bumi Putra dengan 
seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa 
dengan seorang penduduk Timur Asing”.5 
Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 
1 Tahun 1974 yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk 
diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR dan HOCI, 
dibentuk untuk kepentingan politik Belanda saat itu, yang menerapkan penggolongan 
penduduk. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan, 
bahwa peraturan perkawinan yang adapada jaman Belanda tersebut dinyatakan tidak 
berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini. Apapun alasan yang 
dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 
(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak 
dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekwensi hukum yang 
sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.  
Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan 
bahwa; ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya, keluarga ibunya.”6Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai 
salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang 
tuanya.Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat 
putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola 
pembentukan keluarga. 
                                                          
5
 Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb.1898 Nomor 158, Pasal 1 
6
 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 43, ayat 1 
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Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan 
dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab 
memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. 
Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan 
pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan 
sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk 
dalam hal pelaksanaan agama seperri hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam 
tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam 
ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan.Sebab-sebab 
penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang 
seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang 
tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah : Perbudakan, pembunuhan, 
berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.  
Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris 
merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat’i.Itulah kaidah waris 
secara umum.Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas 
sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan. 
Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non-muslim . 
Sedangkan hukum perdata tidak menegaskan mengenai pembagian harta warisan 
pasangan suami istri yang beda agama. Pada realitanya, pasangan suami istri yang beda 
agama khususnya di Kota Makassar ada yang lebih memilih menyelesaikan pembagian 
harta warisannya hanya melalui musyawarah saja namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
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pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama banyak menimbulkan 
konflik sehingga mereka memilih menyelesaikannya ke Pengadilan. 
 Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang akan 
menjelaskan tentang pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama 
(persfektif hukum Islam dan KUHPerdata). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk meneliti perbandingan 
anatara hukum Islam dan KUHPerdata mengenai pembagian hak waris perkawinan 
beda agama. 
2. Deskripsi fokus 
Adapun deskripsi fokus penelitian  yakni sebagai berikut: 
a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 
data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 
dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. 
b. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah disahkan oleh 
pemerintah. 
c. Harta Warisan yang dalam istilah fara‟d dinamakan tirkah (peninggalan) adalah 
sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau 
materi lainnya yang benarkan oleh syari‟at Islam untuk diwariskan kepada ahli 
warisnya. 
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d. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah 
keluarga dimana masing-masing dari mereka memiliki keyakinan  
yang berbeda. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian 
ini adalah : 
1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda 
agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata ? 
2. Bagaimana status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam 
dan KUHPerdata ?  
D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pembagian Harta 
Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan 
KUHPerdata), peneliti menemukan referensiyang berkaitan dan menjadi bahan 
perbandiingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya : 
Pertama, buku yang berjudul ”Hukum Waris” oleh Effendi Perangin,S.H.Yang 
menyatakan bahwapada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum 
kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak 
seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk 
menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu 
adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undnag-undang diwarisi 
oleh ahli warisnya. 
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Kedua ,buku yang berjudul “Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga” oleh 
Istiqamah SH.,MH. Yang membahas tentang Perkawinan dan syarat-syarat perkawinan 
,sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengertian perkawinan menurut 
Hukum Perdata.
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Buku yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam (Dalam Teori dan Praktik) oleh 
Drs. H.M. Anshary MK, S.H., M.H. Yang menyatakan bahwa hubungan kekerabatan 
yang menyebabkan hak saling mewaris antara suami dan istri adalah ketika pewaris 
pada saat meninggalnya masih dalam ikatan yang sah dengan pasangannya yang hidup 
terlama.
8
 Suami atau istri dalam mewaris selalu mempunyai kedudukan sebagai dzawil 
furudh. 
Skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut 
Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Jaringan Islam Liberal” oleh Sahrul.Yang 
membahas bahwa kenyataannya memang, banyak perkawinan antara orang-orang 
berbeda agama berakhir dengan perceraian. Akan tetapi, tidak jarang pula perkawinan 
antara beda agama tetap bertahan.
9
 Hal ini pula menandakan bentuk perkawinan beda 
agama tidak membedakan diri, warna kulit, keturunan, kekayaan, tetapi sepanjang 
iman, Islam di batasi karena iman. 
 
                                                          
7
Istiqamah, Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluaga ,(Makassar: Alauddin University Press, 
2014), h.107. 
8
H.M.Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2013),h. 28. 
9
 Sahrul, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Pandangan Kompilasi Hukum Islam 
dan Jaringan Islam Liberal, Skripsi: Tidak Diterbitkan, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, 2009 
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Skripsi yang berjudul “Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan 
dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Kota 
Makassar)” oleh Rahmat Hidayat. Dimana menyatakan bahwa penetapan kewarisan 
dalam keluarga beda agama dapat di selesaikan dengan cara musyawarah dan dengan 
cara tersebut maka selesailah konflik keluarga tersebut.
10
 
 Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama 
mengulas tentang perkawinan dan waris beda agama.Karena kasus tentang pembagian 
waris pasangan suami istri beda agama masih menjadi pro dan kontra di tengah-tengah 
masyarakat.Untuk itu, peneliti ingin mengkaji kembali mengenai hal tersebut dalam 
prespektif hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai 
berikut : 
1. Pendekatan Penelitian : 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Pendekatan normatif (syar‟i), yakni cara pendekatan dengan melihat dali-dalil 
atau nash al-Qur‟an dan hadist Nabi saw. yang terkait dengan judul skripsi. 
b. Pendekatan yuridis, yakni dalam hal ini penulis berpedoman pada KUHPerdata 
dan Kompilasi Hukum Islam. 
2. Sumber Data 
                                                          
10
Rahmat Hidayat, Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian 
Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Masyarakat Kota Makassar), Skripsi: Tidak Diterbitkan, 
Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2012 
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Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder.Sumber data merupakan bagaimana cara 
untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data 
primer dan sumber data sekunder 
 a. Data primer yang akan digunakan penulis yaitu antara lain fiqh / hukum 
Islam, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan, al-Qur‟an dan hadis. 
 b.  Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan 
data. Data yang diperoleh dari data sekunder di ambil antara lain dari buku-buku, 
jurnal, makalah yang mempunyai kaitan dengan tema yang sedang di bahas, artikel, 
internet, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Di antaranya 
karangan Hukum Kewarisan Islam karya Drs.H.M.Anshary MK, Hukum Waris dan 
Benda karya Istiqamah SH,MH dan karya-karya lain yang berkaitan dengan penelitian 
ini. 
3. Metode Pengolahan Data 
 Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang 
diperoleh untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bias mendukung 
sasaran dan objek pembahasan. 
4. Metode Analisis 
  Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka 
penulis menggunaan metode pengololaan dan analisis data dengan cara kualitatif 
yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data kemudian dilakukan 
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klarifikasi dan pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin 
dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan 
dianalisa dengan menggunakan metode pengelolaan dan analisis data, pada metode 
ini, penulis menggunakan tiga macam metode, yaitu : 
a. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang 
bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat 
menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus. 
b. Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan 
meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau 
dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum. 
c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan beberapa data dari studi 
literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah 
itu penulis mencari persamaannya atau perbedaannya, kemudian mengambil 
suatu kesimpulan. 
Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan 
memaparkan permasalahan yang timbul dalam status hukum dan hak waris 
pasangan suami istri yang beda agama menurut Islam dan KUHPerdata. 
Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 
untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. 
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F. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum  
Mengetahui Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami 
Istri yang Beda Agama dalam Persfektif Hukum Islam dan KUHPerdata. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang 
beda agama dalam persfektif hukum Islam dan KUHPerdata. 
b. Untuk mengetahui status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum 
Islam dan KUHPerdata. 
G. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Institusi : membeikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk 
dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukan tinjauan yuridis 
pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, serta menambah 
khazana penelitian tentang penangan perkarapembagian harta waris pada pasangan 
beda agama. Penelitian ini dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Bagi Peneliti dan Pengembangan IPTEK : memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan teori hukum perdata. 
3. Bagi masyarakat : dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui 
pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, sehingga 
memberikan penanganan terhadap masalah tersebut. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan 
1. Defenisi Perkawinan 
Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan 
beragam budaya, suku, dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama 
yang ada memiliki tata aturan sendiri-sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, 
termasuk dalam tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-
tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. 
Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan 
perkawinan dengan yang seagama. 
Dalam literatur fiqih Islam, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata 
turunan dari istilah yang digunakan Al Quran dan Hadist, perkawinan lazim di 
istilahkan dengna sebutan an-nikah atau at-tazwij. Secara literal, nikah atinya 
berkumpul atau berhimpun (al-dhammu wa al-jam’u), disamping juga berati bersetubuh 
dan akad sekaligus (al-wath’u wa-al-‘aqdu) yang dalam konteks syariah lazim 
diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan (‘aqd an-nikah au 
‘aqd at-tawij).1 
Tidak jauh berbeda, terutama substantifnya, dengan pengertian perkawinan 
yang dirumuskan para ulama fiqih Islam di atas, Undang-Undnag Republik Indonsesia 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,  
                                                          
1
Hukum online.com, Nikah Beda Agama (Cetakan I)  (Tangerang: Penerbit Liberti, 2014), 
h.186. 
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memformulasikan makna dan maksud “perkawinan” dengan formula sebagai berikut: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk 
membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan 
Yang Maha Esa.”2 
Sedikit berbeda, namun dengan spirit yang sama dengan Undang-Undnag RI 
Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan 
dengan pengertian sebagai berikut :  
“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau miitsawan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya 
merupakan ibadah.”3 
Dari berbagai definisi perkawinan di atas, baik yang dikemukakan oleh fiqih 
Islam maupun kutipan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
diberlakukan di Indonesia (hukum positif), dapatlah disimpulkan bahwa hakikat dari 
perkawinan/pernikahan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara 
seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri 
berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami-istri) untuk membentuk suatu 
keluarga/rumah tangga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip 
hukum Islam. 
Kalau kita lihat ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 
sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, 
dan masalah ini sudah banyak dibahas oleh para sarjana kita misalnya Prof.Hazairin 
dan lain sebaginya .Dalam pengertian yang di maksud menurut hukum BW Pasal 26 
                                                          
2
 Republik Indoesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 
3
  Kompilasi Hukum Islam 
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BW (KUH Perdata) ialah Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam 
hubungan-hubungan perdata.
4
 
Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan-hubungan 
perdata, menurut Prof.Subekti, bahwa ini berarti bahwa barangsiapa yang tunduk 
kepada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya maka 
perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat 
dan ketentuan agama dikesampingkan. 
Dalam Pasal 7 UU No. Tahun 1974 (UUP) ditentukan dua syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan yaitu :
5
 
a. Syarat Intern 
Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat-syarat yang menyangkut pihak 
yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi : 
1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 
2) Yang masih dibawah umur harus ada izin kedua orang tuanya; 
3) Laki-laki berumur 19 tahun, wanita berumur 16 Tahun; 
4) Tidak dilarang UU untuk kawin. 
 
 
                                                          
4
Soedaryo Soimin., Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hokum Perdata Barat/BW, Hukum 
Islam, dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.  4. 
5
Istiqamah, Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga (Makassar: Alauddin University 
Press,2014), h. 107. 
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b. Syarat Extern 
Yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam perkawinan, 
meliputi : 
1) Mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk; 
2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan 
Rujuk, yang memuat :  a) nama ,umur, agam/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman dari calon mempelai dan orang tua serta nama mantan suami/isteri 
(bila ada) dan b) hari, tanggal dan tempat dilangsungkan. 
Tujuan Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 
Berdasarkan rumusan di atas, kata-kata “ikatan lahir-batin” dimaksudkan 
bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan 
batin” saja, tapi harus kedua-duanya, sebagaimana yang dikemukakan K.Wantjik Saleh 
bahwa, suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya 
suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai 
suami-istri, dengan kata lain dapat disebut”hubungan formil”.Hubungan formil ini 
nyata, baik bagi yang mengikat dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. 
Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu 
                                                          
 
6
 Republik Indonesia, UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. 
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ikatan yang tidak dapat dilihat. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan 
menjadi rapuh.
7
 
2. Perkawinan Beda Agama 
Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan penganut agama yang berbeda, 
terutama terkait dengan status calon suami atau istri tersebut sebagai musyrik, ateis, 
atau ahlul kitab. Dalam Tafsirannya, Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan bahwa 
yang di maksud dengan musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai Kitab dan tidak 
mempercayai Muhammad saw. sebagai Rasul. Sementara itu, dengan mengambil 
kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, para ulama sangat menekankan agama (al-
din) sebagai salah satu aspek yang menentukan sahnya perkawinan.
8
 
Sebelum Undang-Undang Perkawinan dirumuskan, terdapat sebuah peraturan 
mengenai perkawinan campuran, yaitu Stbl.1989 No.158. Pada Pasal 1 Peraturan 
Perkawinan Campuran disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran 
adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang 
berlainan. Karena keumuman ketentuan ini, para ahli hukum berbeda pendapat tentang 
perkawinan ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan yang dimaksud adalah 
perbedaan golongan penduduk dan ada pula yang menafsirkan perkawinan antar 
pemeluk agama, dan ada juga yang mengartikan berlainan daerah asal. 
Oleh karena itu, ketika Undang-Undang Perkawinan memberikan keputusan 
yang netral terhadap pemeluk masing-masing agama dan kepercayaannya, maka 
fenomena yang terjadi adalah lanjutan dari apa yang dilakukan sebelumnya, karena 
                                                          
7
Istiqamah, Hukum Perdata di Indonesia (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 92. 
8
Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.  240-24. 
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tidak ada alternatif-alternatif aturan lain bagi masyarakat untuk dipegang. Dalam hal 
ini, pengaturan tentang perkawinan beda agama pun ditaati sesuai dengan keyakinan 
dan agama masing-masing. 
Keberadaan Departemen Agama RI yang menurut Daniel S. Lev tidak pernah 
diterima sepenuh hati oleh golongan nasionalis yang non-Islam, dalam keadaan tertentu 
oleh kalangan Islam sendiri.Oleh karena itu, Menteri Agama telah membenarkan dan 
memberikan kedudukan yang kuat bagi Negara yang pada dasarnya tidak berbentuk 
Negara Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara sekaligus 
sebagai penguasa umum (waliy al-„am) adalah Presiden.Kedudukan Menteri Agama 
sebagai pembantu Presiden diperankan menerima tauliyah (degalation) dalam urusan 
mengatur bukan mencampuri penyelenggara akad nikah bagi wanita yang tidak 
mempunyai wali, atau karena walinya adlal. Apabila mengenai masalah apakah tepat 
Presiden diperankan sebagai waliyul amri al-daruri bi al-ayaukah, yang keputusan dan 
delegasi kewenangannya harus dipenuhi.
9
 
3. Sekilas Perkawinan Beda Agama dalam Sejarah 
Apapun peristiwa dan bagaimanapun kisahnya terkait dengan perkawinan, yang 
terbanyak tentu dipastikan adalah perkawinan antar orang seagama. Namun demikian, 
al-Qur‟an pula yang mengisahkan bahwa perkawinan beda agama telah terjadi jauh 
waktunya sejak masa-masa sebelum kenabian Muhammad saw. Di antaranya kisah 
perkawinan Nabi Nuh, Nabi Luth, dan lain-lain, sebagaimana diabadikan al-Qur‟an. 
Beberapa ayat di bawah ini mengungkapkan kasus perkawinan beda agama dimaksud. 
                                                          
9
H.Zainuddin Al, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.19. 
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Menelaah sejumlah ayat al-Qur‟an, dapat dilihat dari sudut pandang agama 
dalam konteks ini agama Islam, ada lima macam perkawinan sepanjang sejarah umat 
manusia, yaitu : 
a. Perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafir di antara 
contohnya ialah perkawinan Nabi Nuh dengan istrinya, dan terutama antara Nabi Luth 
dengan istrinya. Nabi Nuh dan Luth keduanya adalah muslim yang amat sangat taat dan 
saleh,sementara masing-masing istrinya, baik istri Nabi Nuh maupun istri Nabi Luth, 
keduanya tergolong kedalam deretan orang-orang kafir, fasik, dan munafik. 
b. Perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki kafir (non-muslim), di 
antara contohnya ialah kasus Aisyah yang di kawini oleh Firaun, yang bukan saja kafir 
musrik, melainkan pernah dinobatkan sebagai Tuhan,bahkan klaim Tuhan tertinggi. 
c. Perkawinan antara pria kafir dengan perempuan kafir seperti halnya 
perkawinan antara Abu LahablAbu Jahal dengan istrinya (Ummu Jamil) dan 
perkawinan umumnya laki-laki kafir dengan perempuan-perempuan kafir lain tentunya 
dipastikan sangat banyak jumlahnya, serta di anggap sangat lumrah perkawinan sesama 
kafir seperti itu, dan masih akan terus berlangsung hingga sekarang dan mendatang. 
d. Perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Muslim, inilah 
perkawinan paling ideal dan paling banyak terjadi dikalangan sesama “ummatan 
Muslimatan” atau umat Islam, mulai dari kebanyakan para nabi, para wali, orang-orang 
yang benar (ash-shiddiqin) dan para pahlawan (al-syuhada) dan orang-orang saleh,
10
 
sebagaimana juga terjadi pada kebanyakan pasangan perkawinan yang dilakukan oleh 
pemeluk-pemeluk agama Islam. Umumnya masyarakat banyak membuktikan bahwa 
                                                          
 10 Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahan  (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015) 
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kesamaan agama dalam suatu perkawinan pada dasarnya dan dalam kenyataannya 
bukanlah menjadi dominasi, apalagi monopoli kaum Muslim-Muslimat, melainkan juga 
sudah menjadi tradisi umum yang berlau di hamper semua perkawinan masyarakat 
agama-agama lain yang juga mementingkan perkawinan dalam satu atap agama. 
e. Perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-
Muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat besar bernama 
Hudzaifah bin al-Yaman, yang menikahi wanita Yahudiah, Yasser Arafat dan Suha 
Arafat, dan lain-lain terutama perkawinan antara perempuan Muslimah dengan seorang 
laki-laki non-Muslim, yang perdebatan hukumnya sampai sekarang masih tetap bergulir 
atau digulirkan ditengah-tengan masyarakat. 
Perkawinan beda agama yang terjadi di zaman Nabi Nuh, Nabi Luth, dan lain-
lain itu bersifat sambung-menyambung dan turun-temurun. Termasuk beberapa 
(sedikit) kasus perkawinan beda agama yang dilakukan oleh satu dua orang sahabat 
Nabi Muhammad saw. yang menikah perempuan non-Muslim, terutama dari kalangan 
Utul Kitab/Ahlul Kitab, atau perempuan-perempuan Muslimah yang dinikahi oleh laki-
laki non-Muslim. Peristiwa demikian itu meskipun jumlahnya relative sedikit, bahkan 
terhitung satu dua saja, dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim tertentu, namun faktanya 
masih terus berlanjut sampai sekarang, dan terbilang banyak jumlahnya. terutama era 
trans-nasional dewasa ini. 
Berkat kemajuan transportasi, telekomunikasi, maupun turisme yang kemudian 
popular dengan sebutan 3T, jaringan dan jalinan komunikasi antarumat manusia 
termasuk komunikasi yang dijalin oleh insan-insan muda yang berlainan jenis kelamin 
dan berbeda agama, kian hari menjadi semakin mudah. Akibatnya, kawin beda agama 
20 
 
 
 
pun terkesan menjadi hal yang biasa. Hanya saja, ekses berbagai media informasi dan 
media telekomunikasi pun menjadi banyak orang tetap mempertanyakan bahkan 
mempersoalkan hukum perkawinan beda agama itu, baik dari sudut pandang hukum 
positif (peraturan perundang-undangan Negara) maupun hukum agama, dalam konteks 
ini hukum agama Islam (fiqih) Islam sekaligus mengingat hukum Islam tentang 
munakahat sejak lebih dari 40an tahun yang lalu telah resmi menjadi bagian inti dari 
hukum postif yang berlau dan diberlaukan di negara hukum Indonesia. 
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris 
1. Kewarisan menurut KUHPerdata 
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan 
yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. 
Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta 
benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak 
untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya 
dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam 
lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undnag-undang diwarisi oleh ahli 
warisnya.
11
 
Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. 
Jadi,harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli 
waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus 
dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan 
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Effendi Perangi, Hukum Waris (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 3. 
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dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati 
sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. 
Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak 
mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuan 
dalam Pasal 2 Kitab ini, suapaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada 
pada saat warisannya jatuh meluang”. 
Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka muncullah beberapa 
kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta 
warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.  
Kewajiban-kewajijban tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk 
membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya 
pemakaman; 
b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada; 
c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.12 
 Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. 
Menurut ketentuan undang-undnag ini, yang berhak menerima bagian warisan 
adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri 
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yang hidup terlama.Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam 
empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, 
kedua, ketiga, dan golongan keempat.
13
 
b. Secara testamentair (ahli waris karena ditujuk dalam wasiat = testamen) dalam 
Pasal 899.Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli 
warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. 
Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut : 
a. Sifat Pribadi 
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris, 
b. Sistem bilateral 
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak 
c. Sistem perderajatan 
Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris 
yang lebih jauh derajatnya. 
Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut : 
a. Hak Saisine 
 Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa :  
Selaian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala 
barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. 
 
 Kata saisine berasal dari bahasa Perancis “Le mort saisit le vit “ yang berati 
bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. 
Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris 
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mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu 
tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya. 
b. Hak Hereditatis Petitio 
 Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, 
baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta 
peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secar licik telah menghentikan 
penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835. 
c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan 
 Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang 
terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris.  
Pasal 1066 menyatakan bahwa :  
Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalm harta peninggalan diwajibkan 
menerima berlangsungya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. 
Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk 
melakukannya.
14
 
 
 Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak 
melakukan pemisahan. 
d. Hak untuk Menolak Warisan 
 Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH 
Perdata. 
Pasal 1051 berbunyi : 
Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan 
dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-
waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan 
tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta 
peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat 
                                                          
 
14
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untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat 
diperbarui. 
 
2. Kewarisan Menurut Hukum Islam 
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
15
 
A. Sebab-sebab mewarisi 
Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan 
orang lain saling waris mewarisi, yaitu : 
1.) Karena hubungan pertalian darah 
Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah 
merupakan factor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling 
mewarisi.Kekerabatan melaui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan 
kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalm garis lurus ke bawah serta 
kekerabatan dalam garis menyamping. 
Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek 
dari pihak ayah atau dari pihak ibu.Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. 
Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah. 
Ketenuan ini dapat dilihat dalam al-Qur‟an surat an-Nisa (4);11,  
                              
                               
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                                   
                           
                       
 
Terjemahnya : 
 Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 
anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 
dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.Jika anak 
perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang 
ditinggalkan).Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.Jika 
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.Jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.(Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) 
setelah dibayar hutangnya.(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.Ini 
adalah ketetapan Allah.Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.
16
 
Kekerabatan garis menyamping, adalah saudara sekandung, saudarah seayah, 
saudara seibu dan keturunannya.Islam membedakan kewarisan saudara seibu dengan 
saudara kandung dan saudara seayah. Ketentuan tentang kewarisan saudara seibu dapat 
dilihat dalam al-Qura‟an surat an_nisa (4);12 : 
                       
                         
                           
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                              
                          
                              
    
Terjemahnya : 
 Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) 
itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah 
dibayar hutangnya.Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.Jika kamu mempunyai anak, maka 
para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah 
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-
hutangmu.Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang 
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.Tetapi jika 
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 
bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) 
setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli 
waris).Demikianlah ketentuan Allah.Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Penyantun.
17
 
 
2.) Karena ikatan perkawinan yang sah 
Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami 
dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan 
sah dengan pasangannya yang hidup terlama. Suami atau istri dalam mewarisi selalu 
mempunyai kedudukan sebagai dzawil furudh, dan sebagai ahli waris dzawil furudh 
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sebagaimana ia pun harus memikul kekurangan perolehan manakala pembagian harta 
warisan harus dilakukan secara aul.
18
 
Dalam ajaran agama Islam, ketentuan tentang keabsahan suatu perkawinan 
ditentukan oleh dua faktor penting manakala syarat-syarat dan rukun-rukun 
perkawinan. Suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan. 
B. Prinsip Kewarisan dalam Islam 
 Sebagai hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah yang 
disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai 
asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber 
dari akal manusia. Disamping itu, Hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak 
tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum 
ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.  Adapun 
mengenai asas-asas kewarisan Islam yaitu:
19
 
1) Asas Ijbari 
 Dalam Hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada 
orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan 
meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut Ijbari. 
Asas Ijbari dalam kewarisan Islam, pewaris harus memberikan dua pertiga tirkahnya 
kepada ahli waris, sedangkan sepertiga lainnya, pewaris dapat berwasiat untuk 
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memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya sebagai taqarrub 
dan mengharap pahala dari Allah SWT.  
 Dengan asas ijbari ini, ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris 
tidak akan diwajibkan untuk membayar utang pewaris apabila harta pewaris tidak 
cukup untuk melunasi utang-utangnya. Kata Ijbari secara leksikal mengandung arti 
paksaan (compulsori) yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.  
 Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yakni dari segi peralihan 
harta,dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. 
Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu 
beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh 
karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan peralihan harta bukan pengalihan 
harta, karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada 
pengalihan adanya usaha seseorang. Asas ijbari dalam peralihan ini dapat dilihat dalam 
surah An-Nisa (4): 7 yang berbunyi : 
                          
                    
Terjemahnya : 
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat 
karib; dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 
ditetapkan.
20
 
 
 Bentuk Ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam 
harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris 
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tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang ditentukan itu. 
Bentuk ijbari dari segi kepada siapa harta itu beralih berarti bahwa mereka yang berhak 
atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu 
kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau 
mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dipahami dari kelompok 
ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. 
2) Asas Bilateral 
 Asas bilateral mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui 
dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak 
garis kerabat yaitu dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat 
garis keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7, 11,12, 
dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta 
pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari 
sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. 
 Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa 
keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. 
Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris adalah 
keturunannya (furu‟), aswalnya ( kakek ke atas), dan semua ashabah pewaris, tanpa 
mengesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus 
sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.
21
 
3) Asas Individual 
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 Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual dengan arti bahwa 
harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli 
waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. 
Keseluruhan harta warisan dapat dinyatakan dengan nilai tertentu yang mungkin dibagi-
bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak 
menurut kadar bagian masing-masing. 
 Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan 
terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap 
insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan 
kewajibannya, yang dalam ushul fiqih disebut ahliyat al-wujud. Dalam pengertian ini 
setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak 
pula untuk tidak berbuat demikian. 
4) Asas Keadilan Berimbang 
 Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang 
menyangkut kewarisan, kata adil dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan 
kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. 
 Atas dasar pengertian tersebut, terlihat asas keadilan dalam pembagian harta 
warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan 
gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita 
juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Tetapi bukan 
berarti jumlah yang didapatkan sama karena keadilan dalam pandangan Islam tidak 
hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga 
dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan. 
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5) Asas Semata Akibat Kematian 
 Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain 
dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta 
meninggal dunia. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu 
bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam hukum perdata 
disebut dengan kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat 
yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut dengan kewarisan bij testament. 
 Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai ikatan erat dengan asas ijbari 
yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek 
hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh 
kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya pada waktu ia masih hidup saja. Ia tidak 
mempunyai kebebasan untuk menentukan nasib kekayaannya setelah ia meninggal 
dunia. Meskipun seseorang mempunyai kebebasan untuk berwasiat, tetapi terbatas 
hanya sepertiga dari keseluruhan kekayaannya. 
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BAB III 
ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA 
A. Perkawinan Beda Agama 
 Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 , bagi yang beragama Muslim juga lebih 
rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUHPerdata 
masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam dalam UU 
Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di 
Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi ummat Muslim tentunya. 
Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa : 
Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing-
masing dan kepercayaannya itu.
1
 
 Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan perumusan 
pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan 
apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan 
ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. 
 Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits 
Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim 
terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991). Bila kita membuka 
ketentuan tersebut maka Pasal 40 menegaskan “dilarang melangsungkan perkawinan 
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antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu ( salah satunya)  adalah 
seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
 Pada pokoknya ketentuan tersebut melarang orang Islam untuk menikah dengan 
wanita yang bukan orang Islam. Apalagi menurut Majelis Ulama Indonesia Hal tersebut 
adalah haram. Fatwa haramnya menikah beda agama ini dikeluarkan berdasarkan 
keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Sehingga 
otomatis menurut hukum nasional maka perkawinan beda agama antara orang Muslim 
dengan yang bukan orang Muslim tidak sah. 
 Namun banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan UU 
Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 maksudnya adalah perkawinan sah apabila 
dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan ketentuan agama dan 
kepercayaan hanya Tuhan Maha Kuasa yang mengetahui dan absolute penafsirannya, 
sehingga tiap individu bisa menafsirkan sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada 
lembaga atau institusi manapun yang absolute penafsirannya.
2
 
Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang 
perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan menurut hukum masing-
masing agama atau kepercayaannya. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri 
adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, 
maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus 
dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan 
satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya 
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 Istiqamah, Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga (Makassar: Alauddin University 
Press,2014), h. 67  
34 
 
 
 
Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut 
salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. 
Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu 
hukum agama atau kepercayaan pasangannya Dalam mengisi kekosongan hukum 
karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar 
agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar 
agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.
3
 
 Dalam pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu 
ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan 
larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan 
bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di 
dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun 
berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan 
agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan 
jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap 
warga negara untuk memeluk agama masing-masing. 
 Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 1/1974 dan dalam 
GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah 
yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga 
dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. 
Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang 
masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar 
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agama. Maka MA berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan 
hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan 
solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan 
bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai 
sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status 
hukumnya.
4
 
 Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar 
agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor 
Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan 
permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima 
permohonan perkawinan antar agama. Dari putusan MA tentang perkawinan antar 
agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk 
mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 
1/1974.
5
 
 Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai 
yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat 
menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang 
berlaku di Indonesia. Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk 
melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. 
Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut 
berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.  
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 Dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan 
tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 
point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan 
perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama 
Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima 
permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai 
mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah 
satu calon pasangannya. 
 Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan 
cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. 
Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, 
dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan 
yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di 
negara di mana perkawinan itu berlangsung. 
 Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka 
waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan 
perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan 
oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat 
diberikan akta perkawinan. 
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B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Hukum 
Nasional Dan Hukum Islam 
 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
 Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai 
hubungan keperdataan saja. Artinya, tidak ada campur tangan dari Undang-undang 
terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-
undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di 
hadapan seorang pegawai catatan sipil. Demikian juga dengan Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan 
sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu : 
 Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada 
umumnya. Syarat ini meliputi : 
a. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi 
seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. 
Syarat itu meliputi: 
1.) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan 
seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 
KUHPerdata). 
2.) Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdata). 
3.) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin 
kembali (Pasal 34 KUHPerdata). 
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4.) Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa 
dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata. 
b.  Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang 
untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas: 
1)  Larangan kawin dengan keluarga sedarah 
2)  Larangan kawin karena zinah 
3) Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, 
jika belum lewat waktunya satu tahun. 
c.  Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan 
mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHperdata) 
2.  Menurut Hukum Islam 
Sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa hukum perkawinan 
antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non-muslim, 
apakah ahlul kitab ataukah musyrik, maka jumhur ulama sepakat menyatakan hukum 
perkawinan tersebut haram, tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut antara 
seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik, 
maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik 
dan ahlul kitab tersebut. Dalam pembahasan terahir ini penulis akan mencoba 
membahas tentang hukum perkawinan lintas agama ini dari sudut pandang ulama 
mazhab empat, walaupun pada prinsipnya ulama mazhab empat ini mempunyai 
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pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut 
pandangan keempat mazhab fiqh tersebut mengenai hukum perkawinan lintas agama.
6
 
1). Mazhab Hanafi. 
Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan 
wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini 
wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini 
trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki 
kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja 
yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, 
termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang 
yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh 
dikawini. 
Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab zimmi atau wanita 
kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, 
perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada didarul harbi hukumnya makruh tahrim, 
karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan 
perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka 
adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan 
menghalalkan daging babi. 
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2). Mazhab Maliki. 
Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua 
pendapat yaitu : pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik 
dzimmiyah ( Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang 
tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah 
lebih besar. Aka tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan 
mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya 
haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. 
Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendektan Sad al Zariah 
(menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan 
kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan. 
3). Mazhab Syafi‟i. 
Demikian halnya dengan mazhab syafi‟i, juga berpendapat bahwa boleh 
menikahi wanita ahlul kitab, dan yang termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut 
mazhab Syafi‟i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang 
bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi 
dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah : 
(1). Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan 
bukan bangsa lainnya. 
(2). Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada QS. Al-Maidah ayat 5 
menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. 
Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita 
yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad selum diutus menjadi 
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Rasul yaitu semenjak sebelum Al-Qur‟an diturunkan, tegasnya orang-orang yang 
menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur‟an diturunkan tidak termasuk Yahudi 
dan Nasrani kategori Ahlul Kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum 
tersebut. 
4.  Mazhab Hambali. 
Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, 
mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan bolek menikahi 
wanita Yahudi dan Narani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda 
agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi‟i. Tetapi tidak 
membatasi bahwa yang termasuk ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa 
Israel. Saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani 
sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. 
 Hukum Islam Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, turut 
menunjang terbentuknya hukum perkawinan Islam. Dan di dalam hukum tersebut 
terdapat aturan-taruran yang menyangkut kawin beda agama. Fatwa MUI Tentang 
Kawin Beda Agama Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/Munas 
VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Berdasarkan beberapa 
pertimbangan yang sering terjadi di Indonesia tentang perkawinan beda agama, MUI 
membuat analisis tentang pengaruh kawin beda agama bagi pasangan dan masyarakat 
maka MUI membuat fatwa berdasarkan Al-Qur‟an, Hadist dan Kaidah Fiqh. Dan 
menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu : 
1)   Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 
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2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut 
qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Adapun dalil-dalil yang menguatkan 
fatwa MUI itu adalah sebagai berikut : 
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang berbunyi  : 
                               
                               
Terjemahnya : 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 
tidak berbuat aniaya.
7
 
 
QS. al-Rum [30] : 21, yang berbunyi : 
                           
                 
Terjemahnya : 
 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
                                                          
 
 7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h. 61.  
43 
 
 
 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.
8
 
QS.At.tahrim (66) : 6, yang berbunyi : 
                                 
                      
Terjemahan : 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-
Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
9
 
QS. al-Maidah [5] : 5, yang berbunyi: 
                              
                         
                      
                     
Terjemahnya: 
Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-
orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) 
bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan 
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga 
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila 
kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak 
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. 
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Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) 
maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.
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QS. al-Baqarah [2] : 221, yang berbunyi: 
                         
                            
                                  
      
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun 
Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 
surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
11
 
QS. al-Mumtahianah [60] : 10, yang berbunyi : 
                                  
                            
                       
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                            
         
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah 
lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui 
bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka 
kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan 
berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan 
tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan 
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu 
bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. 
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.
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QS. al-Nisa [4] : 25, yang berbunyi: 
                     
                           
                        
                       
                              
Terjemahnya: 
Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 
perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 
mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h. 
439.  
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karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin 
mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara 
diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain 
sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, 
kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka 
separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
(Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 
kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran 
itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.13 
 
 Dalam agama Islam, terdapat dua aliran yang memberikan pandangan mengenai 
hal ini. Aliran yang pertama menyatakan bahwa dimungkinkan adanya perkawinan 
beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria beragama Islam, 
sementara pihak perempuan beragama non Islam (Al Maidah(5):5). Jika kemudian 
kondisinya sebaliknya, maka menurut aliran ini, perkawinan beda agama tidak dapat 
dilakukan (Al Baqarah (2):221). Di sisi yang lain, aliran yang satunya lagi menyatakan 
bahwa dalam agama Islam, apapun kondisinya, perkawinan beda agama tidak dapat 
dilakukan (Al-Baqarah [2]:221). 
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
(Undang-undang Perkawinan) maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia 
Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 
Undang-undang Perkawinan.  
 Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan 
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h.  
25. 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di 
Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam 
Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah 
perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini 
pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.
14
 
 Pasal 6 Undang-undnag Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk 
melakukan perkawinan, yaitu: 
a.  Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
b.  Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin 
kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia 
atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.  
 Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas 
selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.  
c.  Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau 
salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 
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 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.  221 
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perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan 
perkawinan.  
d.  Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum rnasing-
masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan. 
 Sementara, untuk larangan kawin, UU Perkawinan (Pasal 8) hanya prinsipnya 
hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, 
baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh 
agamanya atau peraturan lain. Undang-undang Perkawinan memandang perkawinan 
tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. 
Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek 
formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut 
Undang-undnag Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila 
perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa 
memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila 
perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa 
memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan 
dianggaptidaksah.
15
                                                          
 15 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 
h. 29 
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BAB IV 
Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda 
Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata) 
 
A. Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama Dalam 
Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata 
1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam 
 Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagian masing-masing.
1  
 Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang individu atau 
kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia 
dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seorang 
(pewaris) antara lain : 
a. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun 
perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah 
b. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal. 
c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai 
derajat tidak terbatas. 
d. Suami istri yang hidup terlama. 
e. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas. 
f. Turunan menyamping atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali 
kelompok 1, 2, 3, dan 4. 
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H.M. Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik,  (Jakarta: Pustaka 
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g. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik dari keluarga sedarah semenda 
tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh bait al-maal (baitul 
maal), seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalm system Negara 
Republik Indonesia. 
 Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan yakni : 
A. Dzul faraa-idh, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi 
: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, 
janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta 
saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.  
B. Dzul Qarabat, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu 
jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau „ashabah. Yaitu meliputi, 
anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara 
laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki 
dalam hal kalalah.  
C. Dzul Arfaam adalah ahli waris yang mendapat warisan jika dzul faraa‟idh dan dzul 
Qarabat tidak ada. 
 Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya ( kepada 
tingkat pertama , kedua dan berikutnya ), bila tingkat pertama tidak ada , baru kepada 
tingkat yang berikutnya. Berikut ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya. : 
1. Ash-habul Furudh, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan 
sebelum yang lainnya, yaitu mereka yang ditetapkan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟ 
mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas 
orang ; 4 laki-laki dan 8 perempuan, yaitu : 
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 1.Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu 
2. Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari 
seibu,Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek keatas.  
Ahli Waris Ashabul furudh adalah ahli waris yang ditetapkan ahli syara‟ memperoleh 
bagian tertentu dari al-furudhul. Muqaddaroh dalam pembagian harta peninggalan. 
h. Anak perempuan 
– 1/2 bila hanya seorang 
– 2/3 bila ada 2 atau lebih  
–sisa, berasama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian 
anak laki-laki.  
i. Ayah 
– sisa, bila tidak ada far‟u (anak atau cucu)  
– 1/6 bila bersama anak laki-laki 
– 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja  
–2/3 sisa dalam masalah Garrawaian (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, 
ibu dan ayah) 
j. Ibu 
– 1/6 bila ada anak 2 saudara atau lebih  
– 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua dan atau bersama satu orang 
saudara saja.   
– 1/3 sisa dalam, masalah garrawaian  
k. Saudara perempuan seibu  
– 1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah  
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– 1/3 dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara saudara 
seibu.  
l. Saudara perempuan sekandung  
– 1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah  
– 2/3 dua orang atau lebih, tidak ada anak maupun ayah  
– sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima 
separuh bagian saudara laki-laki  
– sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.  
m. Saudara perempuan seayah.  
– satu orang, tidak ada anak dan ayah  
– 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah   
– sisa, bersama saudara laki-laki seayah  
– 1/6 bersama atau saudara perempuan sekandung  
– sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki.  
n. Kakek 
– 1/6 bila bersama anak atau cucu  
– sisa, tidak ada anak atau cucu   
-1/6 + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.  
– 1/3 dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah  
– 1/6, 1/3, sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris 
lain dengan dengan ketentuan memilih yang menguntungkan. 
2. „Ashabah An-Nasabiyah, setelah ash-haabul furuudh, golongan inilah yang 
mendapat giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat 
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yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh 
harta waris bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi 
kepada Ash-habul Furuudh.  
Dan mereka ada 3 kelompok :  
1.) „Ashabah Bin-nafsi ( laki-laki ), mereka ialah :  
a.) Pihak Anak, yaitu Anak kebawah  
b.) Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas  
c.) Pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara sebapak, Anak paman 
kandung, Anak paman sebapak kebawah  
d.) Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman sebapak, Anak paman 
kandung, Anak paman sebapak kebawah 
2.) „Ashabah Bil Ghoiri ( Perempuan ), mereka ialah :  
a.) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki  
b.) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki  
c.) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki 
d.) Saudari sebapak, apabila mempunyai saudara laki-laki  
3.)„Ashabah Ma‟al Ghoiri, yaitu Saudari-saudari kandung atau sebapak, 
apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra. 
 Perlu dicatat, bahwa sejak Kompilasi Hukum Islam diberlakukan maka ashabah 
ma‟al ghair dihapus dari kamus hukum waris Islam Indonesia, hal ini karena Pasal 181 
dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan ketentuannya kepada 
ketentuan al-Qur‟an surah an-Nisa (4);12 dan 176 yang menghendaki bahwa :  “selama 
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ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang 
mewaris”. Dengan kata lain, semua jenis saudara (saudara kandung, saudara seayah, 
dan saudara seibu baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan terhalang atau 
terhijab hirman mewaris oleh karena ada anak baik laki-laki maupun perempuan. 
 Jadi dengan penafsiran Kompilasi Hukum Islam terhadap al-Qur‟an surah an-
Nisa (4):12 dan ayat 176 di atas, yang intinya bahwa selama ada anak baik laki-laki 
maupun perempuan terhalang mewaris dengan hijab hirman atau terhalang total. 
3. Dikembalikan ke Ash-habul Furuudh/penambahan jatah bagi Ashhabul Furudh 
(selain suami istri).Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada Ash-haabul 
Furuudh dan „Ashabah di atas masih juga tersisa, maka sisa tersebut 
diberikan/ditambahkan kepada Ash-habul Furuudh selain suami istri ( sesuai dengan 
bagian masing-masing ), hal tersebut dikarenakan hak waris suami istri disebabkan 
adanya ikatan pernikahan, sedangkan hak waris bagi Ash-habul Furuudh selain 
suami istri disebabkan karena nasab, yang karenanya lebih berhak dibandingkan 
yang lainnya. 
4. Ulul Arhaam/kerabat, yaitu kerabat mayit yang ada kaitan rahim dan tidak termasuk 
Ash-habul Furuudh dan juga bukan „Ashabah -, seperti paman dan bibi dari fihak 
ibu, bibi dari fihak ayah. 
    Apabila mayit tidak mempunyai kerabat sebagai Ashaabul Furuudh maupun 
„Ashabah, maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak 
mendapatkan waris, berdasarkan firman Allah  : 
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             
Terjemahanya : 
 “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih 
berhak ( waris mewarisi )“2 
 
5. Dikembalikan/ditambahkan kepada bagian suami istri  
6. „Ashabah karena sebab, ada beberapa bentuk yang disebut dengan „Ashabah karena 
sebab :  
1. Orang yang memerdekakan budak, tetapi untuk bagian ini tidak ada lagi pada 
masa kini  
2. Orang yang diberikan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan ( selain ahli waris )  
3. Baitul Maal. 
  Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris 
dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris., yaitu  
a. Beda iman 
Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullag SAW yang berbunyi :
3
 
 
 ْنَع ناَْمثُع ِنْب َر َُعُ ْنَع ْيَْسُح ِنْب َِِّلع ْنَع ِيرْه ُّزلا ْنَع ُناَيْفُس َاَنث َّدَح ٌد َّدَسُم َاَنث َّدَح
 ُِلَُّْسلمْا َلَ َو َِلَُّْسلمْا ُرِفَكَلْا ُثَِري َلَ َلَاق َ َّلََّس َو ِهَْيَلع ُالله َّلَص ِّبَِّنلا ِنَعٍْديَز ِنْب َةَماَسُأ
 َرِفَكَلْا(يراخبلا هاور).  
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h.74. 
 
3
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari,  
Sahih Bukhari, Juz 8 (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h.  156.  
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Artinya : 
Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari 
orang muslim”. 
b. Pembunuhan 
Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, 
bunyinya sebagai berikut : 
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : a. 
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pewaris.
4
 
 
c. Memfitnah pewaris 
2. Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdata 
  Menurut Hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi 
dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang-
Undang/KUHPerdata telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah 
orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan 
perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak, pengangkatan/adopsi anak atau 
perbuatan hukum lain yang disebut testament atau surat wasiat.  
 Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok 
pertam,  terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta 
keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam pasal 832 dan 852 
KUHPerdata. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya 
rnasih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara 
                                                          
 
4
Kompilasi Hukum Islam, pasal 173, huruf a.  
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atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini 
diatur di dalarn pasal 854 s/d pasal 857 KUHPerdata. Sedangkan kelompok ketiga 
terdiri atas kakek dan nenok dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. 
Golongan ini diatur di dalam pasal 850 dan pasal 853 KUHPerdata. Kolompok lerakhir 
(keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 
858 dan pasal 861 KUHPerdata. 
 Sedangkan mengenai harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis 
harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan. Untuk mengetahui dan 
memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari 
harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum 
perkawainannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang 
yang telah meninggal dunia tersebut. 
 Status hukum perkawinan menurut KUHPerdata terdiri dari tiga golongan. Yang 
pertama adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara 
suami istri yang bersangkutan tidak ada percarnpuran harta benda atau harta kekayaan. 
Kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami 
istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Dan ketiga, 
perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang 
bersangkutan ada percarnpuran harta benda tetapi ada pengecualiannya. Sedangkan 
contoh dari hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang 
telah meninggal dunia misalnya sewaktu dia masih hidup telah mengadakan perjanjian 
utang piutang dengan pihak lain yang sampai dengan meninggalnya utang tersebut 
belum dibayar. 
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 Mewaris berdasarkan UU KUHPerdata (ab intestato) : 
• Atas dasar kedudukan sendiri. Dalam hal ini penggolongan ahli waris berdasarkan 
garis keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPerdata, antara lain :  
1. Golongan 1,sebagaimana disebutkan pada Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPerdata;  
2. Golongan II, sebagaimana disebutkan pada Pasal 855 KUHPerdata;  
3. Golongan III, sebagaimana disebutkan pada Pasal 850 jo 858 KUHPerdata; dan  
4. Golongan IV, sebagaimana disebutkan pada Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 
KUHPerdata.  
• Atas dasar penggantian. Dalam hal ini penggantian disyaratkan apabila orang yang 
digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Jadi, syarat penggantiannya : 
orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris Adapaun macam-
macam penggantian diantaranya adalah :  
1. Dalam garis lengcang ke bawah tanpa batas, sebagaimana yang disebutkan pada 
Pasal 842 KUHPerdata;  
2. Dalam garis menyamping, saudara digantikan anak-anaknya sebagaimana yang 
disebutkan pada Pasal 844 KUHPerdata; dan  
3. Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga 
yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau 
keponakan. 
Golongan Pertama Pasal 825 sampai Pasal 825a 
 Penjelasan Pasal Golongan I Pasal 852 Anak-anak atau keturunan-keturunan, 
sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para 
orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah 
mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin 
atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama 
besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua 
59 
 
 
 
bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena 
dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua 
atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.
5
  
 
Pasal 852a  
 Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih 
dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-
ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang 
meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah 
perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-
anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak 
boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan 
anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih 
dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh 
melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan 
suami atau isteri dan perkawinan kedua atau pekawinan yang berikutnya telah 
dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada 
kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan 
jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian 
harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam 
batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan 
hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah 
bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga 
yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut 
pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami 
atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.
6
 
 
Golongan Kedua Pasal 855  
Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, 
dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka 
bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta 
peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau 
perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau 
perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-
laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian 
saudara laki-laki dan perempuan tersebut.
7
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 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 852. 
 6 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 852a. 
 
7
 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 855. 
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Golongan Ketiga Pasal 850  
 Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran 
pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus 
dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada 
keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada 
garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku 
dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke 
garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada 
seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke 
samping.
8
 
 
Pasal 858  
 Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga 
sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta 
peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang 
masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah 
dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang 
tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan 
dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka 
keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing 
mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat 
beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi 
antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 
845.
9
 
Pasal 845 
Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila 
di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang 
meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan 
mereka yang tersebut pertama. 
10
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 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 850. 
 
9
 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 858 
 
10
 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 845. 
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Golongan Keempat Pasal 861  
 Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu 
lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. 
Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang 
mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam 
garis yang lain memperoleh seluruh warisan.
11
  
Garis Lencang kebawah tanpa batas:  
Pasal 842  
 Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung 
terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hat, baik bila anak-
anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan 
keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila 
semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain 
dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.
12
 
Garis Menyamping:  
Pasal 844  
 Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua 
anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, 
baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau 
bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara 
yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu 
sama larnnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.
13
  
 Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak 
laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, 
dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri 
atau suami sama dengan bagian anak. 
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 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 861. 
 
12
 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 842. 
 
13
 Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hokum Perdata Indonesia, bab XII, bagian 2, 
pasal 844. 
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 Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut 
system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan 
keturunan ayah mapun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah 
meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. 
B. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama 
 Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan 
dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab 
memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-
istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak 
kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam 
kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak 
termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.  
 Dari hasil wawancara oleh seorang hakim yang ada di Pengadilan Negeri 
Makassar yang bernama Bapak Kristijan P. Djati, SH yang mengatakan bahwa : 
“Jadi kita lihat dulu sekarang pekawinannya. Kalau perkawinannya beda agama 
otomatis salah satunya sudah tidak menghiraukan agamanya. Perkawinannya 
dilakukan melalui permohonan penetapan lalu perkawinannya dilakukan di 
Catatan Sipil. Nah, setelah keluar, dia tunduk pada hukum perdata, gitu kan ? 
Nah, kalau seandainya nanti ada sengketa mengenai keawarisan, diajukanlah di 
Kantor Pengadilan Negeri, kalau dia beragama Islam-non Muslim.”14  
 Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama 
merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum 
Islam menyatakan bahwa:  
                                                          
 14 Hasil Wawancara Dengan Bapak Kristijan P. Djati salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri 
Makassar, Selasa 13 Desember 2016 Pukul 08.00 WITA 
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Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:  
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat para pewaris;  
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris 
telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara 
atau hukuman yang lebih berat. 
15
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 Kompilasi Hukum Islam, pasal 173 
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 Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas 
merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 
tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang 
menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat 
berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama.  
 Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun 
hanya hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia 
merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. faktor tersebut yang 
menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk 
pada hukum Islam. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang 
berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.  Selain dipengaruhi oleh Hukum 
Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan 
hukum barat. Dalam hukum adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan 
dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim 
mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan 
keadilan dan kemanusiaan. 
 Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan 
muslim tidak saling mewaris, apakah seorang bukan muslim itu sejak awal ia bukan 
muslim atau bukan muslimnya itu disebabkan karena murtad (keluar dari agama Islam), 
tetapi ketika warisan terbuka ia bukan muslim, maka terhadap mereka ini Islam 
menyatakan tidak saling mewaris.
16
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 H.M.Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2013),h. 43 
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 Kompilasi Hukum Islam yang telah di sepakati oleh hakim-hakim Pengadilan 
Agama dan Mahkamah Syar‟iyah sebagai hukum terapan (hukum materil) pada 
Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar‟iyah, tidak menyebutkan secara tegas bahwa 
perbedaan agama itu sebagai sebab untuk tidak saling mewarisi. Tetapi Pasal 171 huruf 
b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa baik pewaris maupun ahli waris 
harus sama-sama beragama Islam. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa 
apabila salah satunya tidak beragama Islam maka kedua-duanya tidak dapat mewarisi. 
 Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah berwasiat kepada non muslim. 
Tetapi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan beberapa putusan yang berkenaan 
dengan hal ini seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim 
Mahkamah Agung memberikan 15/60 atau 1/4 bagian dari harta warisan pewaris 
kepada Tergugat (seorang janda yang non Muslim) dengan alasan pemberian tersebut 
dalam bentuk wasiat wajibah. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah hidup lama 
dengan si pewaris selama 18 tahun. Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor : 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa 
ahli waris yang beragama non-Muslim tetap bias mendapat harta dari pewaris yang 
beragama Islam.Ahli waris yang tidak beragam Islam tetap mendapatkan warisan dari 
pewaris yang beragama Islam berdasakan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan 
anak perempuan sebagai ahli waris. 
17
 
 Menurut penulis pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak 
waris pasangan suami istri yang beda agama, dikembalikan kepada masyarakat 
khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada 
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 Soedaryo Soimin., Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hokum Perdata Barat/BW, Hukum 
Islam, dan Hukum Adat (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.  4. 
66 
 
 
 
hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) atau 
Hukum Islam), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang 
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam 
Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat 
mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian 
warisan. Tetapi, dalam hukum Islam ahli waris yang beda agama tidak berhak 
mendapatkan warisan karena perkawinannya saja dilarang. 
 Selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi 
hambatan seseorang untuk mendapatkan hak waris dalam perkawinan beda agama. 
Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris 
maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia 
tunduk khususnya hukum agama yang dianut.
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BAB V 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan  
 Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 
Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dikatakan sah jika 
berdasarkan kepada agama dan kepercayaan calon suami istri tersebut juga sah. 
Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah 
pula, termasuk dalam masalah kewarisan. Hukum Islam melarang tegas adanya 
perkawinan beda agama . Dalam pembagian warisan, baik menurut KUHPerdata 
maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system 
kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) 
harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris 
berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan 
yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem kewarisan individul bilateral, 
sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, 
maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengluaran-pengluaran antara lain 
apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk 
membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi 
kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut, 
perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang 
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diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerdata 
semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau 
saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum 
Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang 
lain.. 
2. Mengenai status hak waris bagi pasangan suami istri yang beda agama, baik itu 
dalam hukum Islam maupun KUHPerdata, mereka tidak berhak untuk saling 
mewarisi karena perkawinannya saja dilarang dan tidak sah.  
B. Saran  
a. Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama harus 
tegas dan jelas agar dipatuhi, karena undang-undang perkawinan hanya 
menyebutkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan 
masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak waris 
pasangan suami istri yang beda agama.  
b. Menghendaki adanya aturan tersendiri atau menyempurnakan aturan yang 
sudah ada agar lebih terperincih mengenai ketentuan yang berlaku dalam 
pembagian warisan yang berbeda agama dengan ahli warisnya.  
  
69 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-
Bukhari, 1422 H,Sahih Bukhari, Juz 8 ,t.tp: Dar Tuq al-Najah. 
Ali, Zainuddin, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 
Amiruddin, Asikin, 2004, Pengantar  Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo 
Persada. 
Anshari, 2013, Hukumn Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 
Hakim,Miftahul, 2014, Tinjauan Hukum Islam  Tentang Ahli Waris Beda Agama  
(Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI  Nomor 16K/AG/2010), 
Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,skripsi tidak diterbitkan. 
Hukum Online, 2014, Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia, Jakarta: 
Literati. 
https://hariswandi.wordpress.com/penggolongan-ahli-waris/,Diakses pada tanggal 31 
Oktober 2011. 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d01c1b99cd2/isteri-beda-agama-berhak-
dapat-warisan-suami 
Istiqamah, 2011, Hukum Perdata di Indonesia, Makassar: Alauddin University Press. 
Istiqamah, 2014, Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga), Makassar: Alauddin 
University Press. 
Istiqamah,2012,Hukum Waris dan Benda, Makassar: Alauddin Press. 
Kementerian Agama RI, 2015,Al-Qur’an dan Terjemahan,Jakarta:Penerbit al-Mahira. 
Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 
Kompilasi Hukum Islam Indonesia 
Nazir,Moh.,1988,Metode Penelitian,Jakarta: Ghalia Indonesia. 
70 
 
 
 
Muslimah, Arwini, 2013,Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda 
Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010), 
Makassar:Universitas Hasanuddin,skripsi tidak diterbitkan. 
Perangin, Efendi, 2008, Hukum Waris, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 
Perangin ,Effendi, 2013, Hukum Waris, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 
Rahmat Hidayat,2012,Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan 
Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam(Study Kasus Masyarakat Kota 
Makassar),Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi 
tidak diterbitkan. 
Ramulyo, Idris, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan 
Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: 
Sinar Grafika. 
Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb.1898 Nomor 158 
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974. 
Sahrul, 2009, dengan judul Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Pandangan 
Kompilasi Hukum Islam dan Jaringan Islam Liberal, Makassar: Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar,skripsi tidak diterbitkan 
Soimin ,Soedhaeryo, 2010, Hukum Orang dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdata 
Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika. 
Syarifuddin, Amir, 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana. 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
 
72 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
74 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
78 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
81 
 
 
 
 
 
 
82 
 
 
 
 
83 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
Dokumentasi 
 
(Wawancara dengan bapak Kristijan P. Djati, SH selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar  pada tanggal 13 Desember 2016, pukul 08.00 WITA) 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
RIWAYAT HIDUP 
Iga Alfianita lahir di Sulawesi Selatan, 
Bua pada tanggal 17 Agustus 1994, anak 
pertama dari enam bersaudara, buah hati 
dari Syahrum dan Sukmawati. Mulai 
memasuki jenjang pendidikan di TK 
Handayani Kec. Bajo Kab. Luwu selama 2 
tahun lalu memasuki jenjang pendidikan 
formal di SD Negeri 29 Bajo Kab.Luwu 
dan tamat pada tahun 2006. 
 
 Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo Kec. Bajo, 
Kab.Luwu pada tahun 2006 sampai 2009 lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 
Belopa, Kab.Luwu dan tamat pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan pengabdian 
penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil 
jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum pada tahun 2013, lalu 
menyelesaikan study pada tahun 2017.  
 87 
 
 
